BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

Mengingat

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN BANGKA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 32 /PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2019 dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka, dipandang perlu
dilakukan penetapan Standar Biaya Masukan Kabupaten
Bangka Tahun Anggaran 2019 vyang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bangka;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kotaparaja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PM.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN
2019.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang selanjutnya
disingkat BPKAD Tipe A adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.

6. Standar Biaya Masukan, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran
kegiatan.

11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB 11
STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan merupakan satuan biaya berupa harga satuan,
tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2019.

(2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
mengikat bagi penerima Hibah yang berasal dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran
2019, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi dan atau estimasi; dan
b. penjelasan.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Masukan vyang berfungsi sebagai batas tertinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum  dalam
Lampiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran Il yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Dalam hal Standar Biaya belum tercantum dalam Standar Biaya Masukan
pada Lampiran Peraturan Bupati ini, maka penerapan standar biayanya
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di sungailiat
pada tangal 2 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK |
NIP. 19660608 198603 1 004



